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ABSTRAK
Nama : Saroddin S
Nim : 50700113253
Judul :Peranan Humas Pemda dalam Mensosialisasikan Informasi
pembangunan Daerah (Studi di Daerah Kabupaten Jeneponto)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan strategi humas
pemda dalam mensosialisasikan informasi pembangunan Daerah (Studi di Daerah
Kabupaten Jeneponto)
dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi humas pemda dalam men
sosialisasikanIinformasi pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang hanya
bersifat mendeskripsikan serta memaparkan peranan atau situasi dan sistem
pelaksanaan tugas–tugas humas di pemda tersebut untuk mengembangkan
pembangunan yang dimilikinya agar dikenal lebih luas oleh publiknya.
Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) strategi humas yang digunakan
dalam mensosialisasikan informasi pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto
yaitu adanya kerjasama dari pihak media massa maupun dari pihak instansi
lainnya yang terkait, kedisiplinan pegawai humas dalam menjalankan program-
program yang telahdirancang, pelaksanaan program kerja urusan wajib pada
bagian humas secretariat Daerah Kabupaten Jeneponto telah mencapai hasil yang
maksimal, hal ini dapat dilihat pada table realisasi keuangan yang mencapai
96,62%. secara fisik pelaksanaan kegiatan telah terlaksana dengan baik dan
optimal serta memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan, hal ini tercermin dari
pencapaian sasaran. (2) hambatan yang dihadapi humas pemda dalam
mensosialisasikan informasi pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto yakni
sarana Transportasi, secara umum tidak ada ditemukan permasalahan pada bagian
humas Sekretariat Kabupaten Jeneponto yang sangat amen detail, cuma ada
beberapa sarana dan prasarana yang harus diupayakan untuk peningkatan dan
penambahan, agar dapat mengantisipasi kendala dan hambatan yang
mempengaruhi kinerja pada bagian hSumas setda Kabupaten Jeneponto.
Implikasi penelitian bahwa untuk memaksimalkan kinerja Humas
khususnya dalam Mensosialisasikan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten
Jeneponto perlu dilakukan melalui empat aspek yakni aspek Produktifitas, aspek
kualitas pelayanan, responsivitas, aspek profesionalisme dan aspek akuntabilitas.
Penguatan Kepada pihak humas kabupaten Jeneponto dalam mensosialisasikan




A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya
melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan
cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan
yang disebut dalam pembukaan UUD 1945.
Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk
fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan
tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai yang diharapkan
apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa.
Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah
pembangunan dapat terlaksana.1
Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan
daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya
program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana
dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan
yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasinya.
Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk
menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat
yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Seiring dengan makin
1 Gusti Zulkarnain Tompo, Analisis peranan Bappeda dalam pembangunan di
Kabupaten Jeneponto, Repository. Unhas.ac.id, 05 Februari 2017, pukul 19.00 Wita.
2mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi
logisnya bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam
menyusun strategi pembangunan dalam rangka membangun daerahnya
sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompotitif.
Konsep pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai
pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional mencakup
semua matra dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial,
budaya, ideologi, maupun stabilitas negara2.
Pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara
atau bangsa didasarkan pada tiga pendekatan yaitu pendekatan makro,
sektroral dan regional. Pembangunan makro, mencakup sasaran-sasaran
dan upaya-upaya pada lingkup nasional, yang pencapaiannya merupakan
dari hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Dalam
pendapat tersebut terkandung suatu pengertian bahwa pembangunan
sektoral yang memfokuskan pada bidang-bidang tertentu seperti pertanian,
ekonomi dan sebagainya, dan pembangunan regional yang menekankan
pada pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tertentu. Pada dasarnya
merupakan bagian dari pembangunan nasional itu sendiri.
Dengan demikian kedudukan pembangunan daerah dalam
pembangunan nasional sangat penting. Kegagalan pembangunan di
wilayah-wilayah ini jelas akan memberikan dampak negatif terhadap
perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan secara
keseluruhan. Ini juga berarti bahwa keberhasilan pembangunan di daerah-
2 A. Murfhi,Analisis peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten
Jeneponto, goverment: Ilmu pemrintahan, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2012.
3daerah akan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional
secara keseluruhan.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya komitmen yang
kuat dari pemerintah dengan political will yang tinggi untuk
memberikan kewenangannya kepada daerah. Di pihak lain, daerah
baik masyarakat maupun pemerintahnya harus benar-benar
mempersiapkan diri agar mampu melaksanakan tugas, hak dan
kewajibannya tersebut dengan baik, sehingga  pembangunan
daerah dapat dilaksanakan secara mandiri dengan menggali
potensi-potensi yang dimiliki secara optimal dengan tanpa
mengabaikan kepentingan nasional.3
Sesuai dengan keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 tentang
pembentukan Bappeda Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka
pemerintah Kabupaten Jeneponto didalam melaksanakan pembangunan di
daerah terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, maka
pembentukan badan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten
Jeneponto sangat diperlukan dalam melaksanakan secara merata dengan
otonomi yang seluas-luasnya, yang diteruskan dengan dikeluarkannya
peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang
pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga humas daerah Kabupaten
Jeneponto.
Masalah sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang
terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru
dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma pemerintahan yang
3Gusti Zulkarnain Tompo, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin
Makassar, Analisis peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto,
tahun 2015, hal 7
4mengarah pada pemerintah “good governance.” Merujuk pada kebijakan
pemerintah yang tersebut diatas, tampaknya penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan
dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. Kantor-
kantor pemerintah, seperti departemen, atau instansi pemerintah lainnya,
mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat,
bersih dan berwibawa, sangatlah diperlukan banyaknya kritikan dan
pendapat pihak lain atau pendapat publik.
Salah satu bagian atau lembaga yang berada dikantor pemerintah
yang bertugas mewujudkan bentuk keterbukaan, transparan dan mudah
diakses adalah bidang Hubungan Masyarakat (Humas). Sebagaimana
diketahui, humas di dalam menjalankan fungsinya, mengembang tugas
guna melayani kepentingan publik, yang pada akhirnya membangun citra
kantor atau organisasi dimana humas itu berada.’ Sejak 1 Mei 2010, telah
diterbitkan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Lahirnya UU KIP
berdasar pada UUD 1945 Pasal 28 huruf F, yang mengamanatkan bahwa:
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan nasional,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis aluran yang tersedia.4
Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara
operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara
organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan
4http://.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/artivle/viewFile/6923/6431 di
unduh pada tanggal 9 februari 2017 pada pukul 18.00 WITA
5psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Humas berperan
menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di
satu pihak denganpihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja
pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan fungsi humas
ternyata sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan.
Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan
profesional sehingga seorang humas haruslah memiliki kualifikasi yang
memadai. Kegiatan keinformasian saat ini selalu berpacu dengan waktu
dan humas merupakan ujung tombak penyelenggara informasi pemerintah
di daerah. Semua SKPD harus menjalin hubungan dengan humas. Humas
itu, ibarat pelita lewat pelayanan informasi yang dilakukan, menerangi dan
mencerahkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat.
Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai fungsi
membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang
perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
Artinya untuk daerah Kabupaten Jeneponto berfungsi membantu Bupati
dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud
dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu
disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan
masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.
Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah
dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang
yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak
6dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melihat begitu
pentingnya peranan Bappeda tersebut sebagai badan yang turut aktif
membantu Bupati kepala daerah dalam perencanaan pembangunan daerah,
maka timbul permasalahan, sejauh mana proses pelaksanaan, tugas dan
fungsi serta bagaiman peranan humas Pemda Kabupaten Jeneponto
terhadap pembangunan daerah.
Badan perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten
Jeneponto adalah unsur pendukung pemerintah Kabupaten Jeneponto
dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang
kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah
Kabupaten Jeneponto. Tugas pokok dan fungsi humas Pemda Kabupaten
Jeneponto mestilah berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya
sebagai lembaga langsung dibawah koordinasi Bupati, hal ini ditekankan
mengingat pembangunan di wilayah daerah pemerintahan Jeneponto
dirasakan belum maksimal dan merata.
Tentulah kurang maksimalnya kinerja humas Pemda Kabupaten
Jeneponto dikarenakan sumber daya manusia yang kurang kompoten
dalam melakukan tugas pokok yang sebenarnya beserta prosedur yang
benar sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Jeneponto gersan dan kering itu hanya bagian kecil dari persoalan
yang ada di Butta Turatea, namun cukup banyak bertumpuk berbagai
persoalan lain yang tak kalah dan jauh lebih pentingnya untuk diseleaikan,
walaupun harus ada skala prioritas. Berbagai persoalan itu antara lain ;
7Jeneponto masih menjadi juru kunci tingkat Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) terendah di Sulawesi-Selatan, selain itu Jeneponto satu-satunya
menjadi daerah tertinggal di Sulawesi Selatan, daerah bermasalah
kesehatan, daerah darurat narkoba, dan segelumit persoalan yang lain.
Berbagai predikat ini telah bertahun-tahun disandang Jeneponto,
entah kapan predikat ini bisa hilang dan dapat sejajar dengan
daerah lain. Disisi lain, Jeneponto masih dianggap daerah tingkat
perekonomian yang sulit berkembang, sehingga Jeneponto
menjadi daerah prioritas oleh kementrian desa, daerah tertinggal
dan transmigrasi, untuk diberi stimulus bantuan dalam
berbagai sektor. 5
Data dari Bappeda Jeneponto bahwa masih ada sekitar 49 ribu jiwa
masyarakat kategori miskin dari ±200 jiwa penduduk. Belum lagi
anggaran APBD Jeneponto 70 % terpakai hanya untuk membiayai belanja
pegawai, sedangkan anggaran untuk pembangunan sangatlah minim.
Sektor pelayanan publik, harus diperbaiki kedepannya dan dievaluasi,
masih banyak  keluhan-keluhan dan pungutan liar pada sektor layanan
publik dan pemberian layanan yang tidak sesuai standar operasional.
Semua masalah ini menjadi pekerjaan rumah pemerintahan
dibutuhkan komitmen kuat untuk menyelesaikan pelbagai persoalan-
persoalan yang ada, dibutuhkan perencanaan matang dan analisis
mendalam bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut, masyarakat
mengharapkan Jeneponto sebagai daerah tertinggal, daerah bermasalah
kesehatan, IPM yang rendah, daerah yang selalu defisit anggarannya, ini
5 http://www.Bugiswarta.com/2015/05/Opini-Jeneponto-gammara-mungkinkah.html
8semua haruslah diselesaikan dan dicarikan formulasi-formulasi yang tepat
untuk keluar dari berbagai persoalan tersebut.
B. Rumusan Masalah
Diambil dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat
dirumuskan bahwa pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini
adalah bagaimana peranan humas Pemda dalam menyebarluaskan informasi
pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan pokok
permasalahan tersebut, maka dirumuskanlah sub masalah antara lain :
1. Bagaimana peranan humas Pemda dalam mensosialisasikan informasi
pembangunan di daerah Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaiman strategi dan cara mengatasi hambatan peranan humas Pemda
dalam mensosialisasikan informasi pembangunan di daerah Kabupaten
Jeneponto?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus penelitian
Peranan humas Pemda dalam mensosialisasikan informasi pembangunan
daerah Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan judul tersebut maka penelitian ini
diarahkan pada fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana peranan humas
pemda dalam mensosialisasikan informasi pembangunan daerah Kabupaten
Jeneponto. Dalam hal ini kaitannya dengan pelaksanaan sosialisasi dan
memberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto dalam hal
pembangunan. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih mengarah pada penelitian
kualitatif yang hanya bersifat mendeskripsikan serta memaparkan peranan
9atau situasi dan sistem pelaksanaan tugas–tugas humas di Pemda tersebut
untuk mengembangkan pembangunan yang dimilikinya agar dikenal lebih
luas oleh publiknya.
Kualitatif merupakan usaha mencari hubungan antara variable untuk
menjelaskan suatu fenomena social. Di dalam menjelaskan
fenomena tersebut peniliti kualitatif selalu menekankan pada tiga
aspek penting. Pertama, pada unit analisis mikro di mana satuan
yang di teliti di batasi sedemikian rupa sehingga lebih dapat di
jelaskan secara terperinci. Kedua, penelitian bersifat holistic dalam
arti melihat obyek yang diteliti secara menyeluru didalam satu
kesatuan. Ketiga, peneliti kualitatif cenderung menekankan
perbandingan sebagai salah satu kekuatan.6
Faktor pendukung merupakan hal – hal yang meliputi keunggulan
yang terdapat pada kegiatan humas dalam melaksanakan aktivitasnya
misalnya, fasilitas pelayanan, event atau program khusus, dan penyampaian
pesan. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah semua hal yang termasuk
sebagai kelemahan humas dalam menjalankan aktivitasnya contohnya,
kebijakan perusahaan, keterbatasan skill, serta pendanaan. Apabila faktor
pendukung dikelola secara maksimal maka ini akan menjadi potensi besar
dalam melaksanakan aktivitas pengembangan pembangun agar lebih dikenal.
Jika kelemahan dapat diatasi maka aktivitas humas akan semakin lancar
dalam mengembangkan pembangunan di Kabupaten Jeneponto yang dimiliki
oleh Pemda.




Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami interpretasi pada
penelitian ini, oleh karena ini penulis memaparkan deskripsi fokus
sebagai berikut :
a. Peranan humas adalah suatu bentuk usaha dan langkah mengambil
bagian untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan aktivitas
pengenalan dan pengembangan citra humas di bidang pembangunan
oleh para petugas humas dalam rangka mengembangkan humas
pembangunan yang dimiliki oleh Pemda humas Kabupaten
Jeneponto. Agar pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto mampu
dikenal lebih luas baik dari internal maupun eksternal dan memiliki
tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Keterlibatan humas
dalam proses menyeluruh ini akan memberi manfaat yang besar bagi
pemda dan sekaligus bagi humas itu sendiri, khususnya pada tingkat
korporat. Humas dapat berperan secara strategis dalam mengelola
kegiatannya untuk mensosialisikan dan memperkenalkan informasi
pembangunan di daerah Kabupaten Jeneponto dalam hal ini
mengembangkan pembangunan Pemda dalam informasi
pembangunan Kabupaten Jeneponto.
b. Mengembangkan pembangunan Pemda di bidang humas, meningkat
kapersepsi positif dalam kabupaten dan tidak menutup kemungkinan
juga pada masyarakat dunia mengenai sebuah pembangunanyang
dimiliki oleh Pemda Kabupaten Jeneponto, hal ini diharapkan akan
11
dirasakan oleh seluruh masyarakat kabupaten itu sendiri. Tujuan
pengembangan sebuah pembangunan secara nasional bukan hanya
sekedar untuk nilai ekonomi akan tetapi juga terkait sebagai posisi
Jeneponto sebagai kabupaten yang memiliki sektor pembangunan
yang luas dan berjaya dalam hal apapun khususnya dalam
pembangunan.
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu
Setelah menelusuri beberapa buku melalui kajian pustaka dan
penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa pembahasan serta
penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan mengenai pembahasan dan
sistem yang dilaksanakan dalam penelitian ini, walupun terdapat
perbedaan terhadap objek penelitian dan pendekatan yang dilakukan
dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :
Hubungan dengan hasil penelitian Skripsi :
1. Skripsi Peran humas PT. Medco Energy and Productions Tarakan dalam
Meningkatkan Kepercayaan Pemerintah Kota Tarakan, oleh Amrullah
Lamu, mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan
Komunikasi Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar yang melakukan
penelitian pada tahun 2009. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif dengan pendekatan komunikasi.7
7Skripsi : Nama Nur Ikhsan Judul Skripsi Peranan Public RelationsPT. Industri
Kapal Indonesia (Persero), Makassar dalam Mengembangkan Produk sebagaiBrand
Nasional Milik Negara Tahun 2014.
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a). Persamaan
Kesamaan penelitian ini dengan penelitain di atas terdapat pada
objek yang diteliti, yakni sama – sama meneliti peran humas. Dengan
menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian tersebut
bertujuan untuk mengetahui peran humas di PT. Medco Energy and
Productions Tarakan dalam meningkatkan kepercayaan pemerintah Kota
Tarakan. Metodenya sendiri menggunakan pendekatan personal yang lebih
dikenal dalam ilmu komunikasi dan juga dalam keilmuan humas disebut
dengan istilah pendekatan atau persuasif.
b). Perbedaan
Penelitian yang dilakukan di PT. Medco Energy and Productions
Tarakan ini lebih memfokuskan pada aktivitas untuk membuat
peningkatan kepercayaan pemerintah kota Tarakan terhadap perusahaan
tersebut, yang dilakukan melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan
pendekatan komunikasi. Sedangkan pada penelitian ini sendiri, selain
untuk mengetahui bagaimana strategi humas Pemda dalam
menyebarluaskan informasi pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto
yang dimiliki Pemda Kabupaten Jeneponto. Tujuannya adalah untuk
mengetahui bagaimana strategi peranan humas yang ada di Pemda dalam
mengembangkan pembangunan di Kabupaten Jeneponto sebagai Pemda
yang memiliki kepedulian pembangunan terhadap masyarakatnya.
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2. Skripsi : Nama Nur Ikhsan Judul Skripsi Peranan Public Relations PT.
Industri Kapal Indonesia (Persero), Makassar dalam Mengembangkan
Produk sebagai Brand Nasional Milik Negara Tahun 2014. Peran humas
dan Infokom Pemerintah Kabupaten Bone dalam Mensosialisasikan
peraturan daerah oleh Andi Agusriady Amansari, mahasiswa jurusan Ilmu
Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar
yang meneliti pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan deskriptif kualitatif.
a) Kesamaan
Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat pada
objek yang diteliti, yakni meneliti peran humas. Memilih pendekatan
deskriptif kualititaf penelitian tersebut, menegaskan peran humas dan
infokom pemerintah Kabupaten Bone dalam  mensosialisasikan peraturan
daerah  melalui berbagai media, sama halnya dengan penelitian ini, yaitu
bertujuan untuk mengetahui peran humas Pemda Kabupaten Jeneponto
untuk menjalankan fungsinya dalam mengembangkan pembangunan  di
Kabupaten Jeneponto sebagai Pemda yang memiliki kepedulian
pembangunan terhadap masyarakatnya.
b) Perbedaan
Letak Perbedaanya, selain peranan humas yang diteliti, penelitian
pada bagian di atas lebih memfokuskan pada sosialisasi tentang peraturan
daerah yang dengan tujuan untuk memperkenalkan saja agar peraturan
daerah diketahui oleh masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan pada
penelitian ini, peneliti bukan hanya ingin mengetahui peranan humas
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Pemda Kabupaten Jeneponto dalam proses sosialisasi tapi juga dalam
mengembangkan pembangunan Pemda yang memiliki kepedulian
pembangunan terhadap masyarakat8.
3. Skriposi : Nama Andi Gau Kadir dengan Judul Analisis peranan Bappeda
dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2012, Mahasiswa
Ilmu pemerintahan di Universitas Hasanuddin Makassar dengan
menggunakan metode penelitian  analisis, dengan melihat uraian tersebut
peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses pelaksana
funggsi Bappeda  serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan
dan pembangunan.
a) Persamaan
Kesamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat pada
objek yang diteliti, yakni sama-sama meneliti tentang pembangunan,
penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses
pelaksana fungsi Bappeda dalam bidang perencanaan dan pembangunan di
Kabupaten Jeneponto. Kesamaan yang lain yaitu ingin mengetahui
Strategi dalam menyebarluaskan informasi pembangunan.Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan peranan humas Pemda Kabupaten Bone
dengan memilih pendekatan deskriptif kualitatif bahwa bagaimana strategi
humas dalam  melaksanakan tugasnya. Sama halnya dengan penelitian ini,
8Skripsi : Nama Nur Ikhsan Judul Skripsi perananPublic Relations PT. Industri
Kapal Indonesia (Persero), Makassar dalam mengembangkan Produk sebagai Brand
Nasional milik negara Tahun 2014.
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bertujuan untuk menjelaskan peranan humas Kabupaten Jeneponto yang
memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
b) Perbedaan
Penelitian yang dilakukan analisis peranan Bappeda dalam
pembangunan di Kabupaten Jeneponto dengan memakai metode penelitian
analisis, sedangkan penelitian ini sendiri memakai jenis kualitatif. Yang
membedakan adalah, bahwa perana humas Pemda di Kabupaten Bone
hanya memfokuskan di penelitian objek dalam menjalankan fungsinya.
Sedangkan peranan humas Pemda Kabupaten Jeneponto memiliki
beberapa hal dalam penelitian tersebut.
a. Bagaimana fungsi humas yang seharusnya
b. Memikirkan citra perusahaan
c. Memiliki kepedulian terhadap masyarakat
4. Chairunnisa Rahman dengan Judul Strategi komunikasi pemasaran Bugis
Waterpart dalam menarik jumlah pengunjung dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif fokus pada penelitian strategi komunikasi
pemasaran  khusus mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian,
penelitian ini dilakukan pada tahun 2014.
a) Persamaan
Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat
bagaiman strategi komunikasi pemasaran Bugis Waterpart dalam menarik
jumlah pengunjung, begitupun penelitian ini dengan mengedepankan
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bagaimana teknik atau strategi sehingga banyak khalayak yang menyukai
tersebut.9
b) Perbedaan
Penelitian yang dilakukan di Strategi komunikasi pemasaran Bugis
Waterpart dalam menarik jumlah pengunjung ini lebih mengfokuskan
kepada khalayak dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan tetapi
dengan hanya satu arah dan kelebihannya tersistematis penjelasannya
Tabel 1.1




























































































































































Sumber : Berdasarkan Olahan penelitian 2017
E. Tinjauan dan kegunaan
Pada tujuan dan kegunaan penelitian serta hal yang menjadi faktor utama
penulis mengambil judul skripsi adalah sebagai berikut :
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1. Secara teoritis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu
komunikasi khususnya minat studi public relations. Hasil penelitian ini
nantinya dapat digunakan sebagai masukan bagi para mahasiswa ilmu
komunikasi.
2. Secara praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para
praktis Public Relations, serta dapat dijadikan masukan ataupun usulan
bagi Pemda di bidang humas Kabupaten Jeneponto.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Teori Komunikasi Public
Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, mereka saling
mengadakan interaksi satusama lain dalam kepentingan yang sama maupun
dalam bentuk yang berbeda, saling tukar pikiran dan pendapat untuk
menyatukan persepsi. Untuk kebutuhan semuanya itu tak terlepas dari adanya
komunikasi antar individu dan individu dengan kelompok manusia itu sendiri.
Dengan berkomunikasi manusia bisa memahami orang lain.
Komunikasi sebagai alat penghubung dalam menyampaikan pesan dari
komunikator kepada komunikan. Komunikasi pada hakekatnya adalah suatu
proses sosial maka dalam komunikasi terjadi interaksi dan saling
mempengaruhi. Haold D. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk
menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut,” Who,
Says what, In which channel, Towhom, with what effect”. Pendapat Lasswell
dalam komunikasi mengandung lima unsur antaranya:10
a.  Komunikator (communicator, source, sender)
b.  Pesan (message)
c. Media (channel, media)
d.  Komunikan (communicant)
e. Efek (effect)
10Soemirat dan Elvinardo, Strategi komunikasi Public Relations,Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8 No. 02 Juli-
Desember 2011
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Jika diambil suatu kesimpulan bahwa komunikasi merupakan
kebutuhan manusia dalam melakukan hubungan dengan manusia lain baik
dalam bentuk mempengaruhi orang lain, mengekspresikan diri maupun untuk
mempelajari tentang dunia orang lain. Dalam melakukan komunikasi dapat
dilakukan dengan cara langsung maupun melalui media masa baik dalam
bentuk verbal dan non verbal.
Dalam berkomunikasi ada istilah model yang sering dipergunakan yaitu
S-O-R (Stimuli)-(Organizes)-(Respond). Model ini yang sangat berkembang
dan yang sering dipergunakan dalamberkomunikasi guna menunjukkan suatu
konsentrasi pada perkembangan watak dan kepribadianyang terjadi pada
komunikan. Dari hal ini, komunikan dapat merespon dan menyaring apa
yangterjadi disekitarnya. Setelah itu mereka mengelompokkan serta
memberikan reaksi terhadapstimulus atau objek yang mereka terima dengan
melihatkan sikap yang baik dalam perubahantingkah laku maupun tindakan
dalam sehari-hari.
Pesan yang diberikan pada komunikan dapat dipengaruhi oleh sensasi
yang dihasilkanmereka dan jika kuatnya sensasi yang dimiliki dan besarnya
daya tarik dari stimulus yangditerima maka secara langsung akan
mempengaruhi pikiran komunikan melalui pancaindra.Pikiran akan menyeleksi
dari stimulus yang diterima sehingga akan menghasilkan kebutuhan,ekspektasi
dan nilai-nilai.
Dari aktivitas tersebut akan menghasilkan respon yang akan membawa
perubahan pada sikapyang positif ataupun sikap negatif. Public
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Relatonsmerupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu
yangsebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari
fakta, merencanakan,mengkomunikasikan hingga mengevaluasi hasil-hasil apa
yang telah dicapai. Dalam kamusWebester’s Third New Internasional
Dictonery mendefenisiskanPublic Relationssebagai: The art of science of
developing reciprocal understanding and goodwill (senipengetahuan untuk
mengembangkan pengertian timbal balik dan niat baik). Erward L.
Berneydalam buku The Engineering of Consent (1955) menyatakan Public
Relations (humas) sebagaiinducing the public to understanding for and
goodwill (membujuk publik untuk memilikipengertian yang mendukung serta
memiliki niat baik ).
Selanjutnya, The British Institute of Public Relations mendefenisikan
Public Relations padadua hal :
1. Public Relations activity is management of communications between an
organization and it’spublics (Aktivitas Public Relations adalah mengelola
komunikasi antara organisasi danpubliknya).
2. Mutual understanding between an organization and its public (Public
Relations adalahmemikirkan, merencanakan dan mencurahkan daya untuk
membangun dan menjaga salingpengertian antara organisasi dan publik).
Pada pertemuan wakil-wakil dari pakar Public Relations di Mexico
City menjelaskan defenisi Public Relations adalah seni dan ilmu pengetahuan
sosialyang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan,
memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, menasehati pimpinan organisasi
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dan melaksanakan program yang terencanamengenai kegiatan-kegiatan yang
melayani baik untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau
umum.11
Menjelaskan bahwa public relations sebagai perwujudan (state of
being), state of being yang dimaksud dalam manajemen kehumasan adalah
perwujudan suatu kegiatan komunikasi, yang “dilembagakan” ke dalam
pembangunan, bagian, devisi atau seksi. Artinya terdapat orang yang
memimpin atau pejabat Publi Relations suatu kelembagaan tertentu.
Manajemen Public Relatioins yang bertujuan menciptakan dan
mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, perusahaan
atau produknya terhadap segmen masyarakat, yang kegiatannya langsung
ataupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi,
lembaga, perusahaan dan pembangunan.
Dalam kegiatan public relations yang bersikap lebih aktif serta bersikap
lebih tanggap terhadap isu dan persoalan yang sementara dihadapi oleh
perusahaan akan memberikan dampak yang sangat positif baik itu di tingkat
korporat maupun diluar korporat. Public Relations, dapat berperan dalam
strategic managementdengan mengelola aktivitasnya secara strategis. Artinya
bersedia mengorbankan kegiatan jangka pendek demi arah perusahaan secara
menyeluruh.
11 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi (Ed. Revisi 9; Jakarta : Rajawali
Pers, 2014, hal 16
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B. Ruang Lingkup Tugas Public Relations
Untuk memahami tugas utama dari public relations pada sebuah
lembaga atau organisasi antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut :
1. Membina hubungan ke dalam (public internal)
Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi bagian
dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri.Seorang public
relations harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal – hal yang
menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan
itu dijalankan oleh organisasi.
2. Membina hubungan keluar (public eksternal) yang dimaksud public
eksternal adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya
sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang
diwakilinya.12
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka tugas dari publik
relations itu bersifat dua arah sebagaimana yang penulis paparkan pula
pada penjelasan mengenai ciri dari public relations itu sendiri yaitu
berorientasi ke dalam (inward looking), dan ke luar (outward looking).
Penjelasan lebih lanjut yang disampaikan oleh H. Fayol bahwa beberapa
kegiatan public relations adalah sebagai berikut:
1) Membangun identitas dan citra perusahaan (Building corporate
identity and image).
2) Menghadapi krisis (Facing of Crisis).
12Lihat Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi (Ed.Revisi
9;Jakarta:RajawaliPers, 2008), h. 23.
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3) Mempromosikan aspek kemasyarakatan (Promotion public causes).13
Jadi, public relations dikatakan berfungsi apabila dia mampu
melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, berguna atau tidak dalam
menunjang tujuan perusahaan dan menjamin kepentingan publik. Ciri –
ciri public relations antara lain :
1) Public Relations merupakan penunjang tercapainya tujuan yang
ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi.
2) Publik yang menjadi sasaran kegiatan public relations adalah public
eksternal dan public internal.
3) Operasionalisasi public relations adalah membina hubungan yang
harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya
rintangan psikologi, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun
pihak publik.
Secara garis besar public relations memiliki fungsi yang dapat
dikemukakan antara lain:
a) Memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan
publiknya (maintain good communications).
b) Melayani kepentingan publik dengan baik (serve public’s interest).
c) Memelihara perilaku dan  moralitas perusahaan dengan baik (maintain
good morals and manners).
13Rachmat Kriyantono. Public Relations Writing. Media Public Relations Membangun Citra Korporat,
(Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 18.
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Fungsi humas yang dapat dikenali sebagai ciri khas misalnya
humas melaksanakan aktivitas atau kegiatan tertentu (actions),
menjalankan tugas dan fungsi yang jelas dalam organisasi (activities),
adanya perbedaan yang jelas dalam tugas humas dibandingkan dengan
tugas – tugas yang ada dalam organisasi itu sendiri (different), dalam
melaksanakan tugas humas memiliki tujuan tertentu atau berupa misi
penting yang diamanatkan oleh organisasi yang menaunginya (important),
dan memiliki kesamaan tujuan dengan organisasi atau lembaganya
(common interest), dalam kegiatan pada umumnya humas melakukan
komunikasi dua arah (reciprocal two ways traffic communication). Itulah
beberapa karakter khas yang terdapat pada public relations.
Bentuk Pelaksanaan Tugas Public Relations
Telah kita ketahui karakteristik dasar public reations dari ciri yang
menjadi bentuk khas public relations itu sendiri, maka tak jauh dari hal
tersebut dalam pelaksanaannya public relations berfungsi sebagai berikut :
1) Pelaksanaan Fungsi
a) Penelitian (Research)
Pada bagian ini adalah merupakan tahapan penelitian dalam
public relations, baik dalam memperoleh data primer dan sekunder
maupun penelitan bersifat opinion research, secara kualitatif atau
kuantitatif. Kegiatan tersebut bersifat motivation research, yaitu
penelitian yang tertuju pada jiwa manusia yang berkaitan dengan
kebutuhan dan keinginan yang paling mendasar.
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b) Perencanaan (Planning)
Penyusunan suatu program kegiatan atau event ataupun
berupa agenda setting dan program kerja humas. Penyusunan
tersebut berdasarkan data dan fakta dilapangan, kebijakan,
prosedur, tema dan kemampuan dana serta dukungan dari pihak
terkait.
c) Pengordinasian (Coordinating)
Maksudnya adalah mengoordinir satu tim kerja dengan
menentukan kerja sama dan keterlibatan dari instansi atau personi
lainnya ke dalam satu kordinasi tim yang solid sebagai upaya
pencapaian tujuan lembaga organisasi.
d) Administrasi (Administration)
Menyangkut masalah administrasi perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dokumentasi, sistem pengarsipan, dan
pencatatan keluar atau yang masuknya uang, dan sekaligus
merupakan suatu bukti tertulis atau tercatat dalam sistem
administrasi yang baik.
e) Produksi (Production)
Hal ini merupakan bentuk produk publikasi dan promosi
yang dikelola oleh humas, dalam upaya mendukung perluasan atau
pemasaran produk atau juga nama serta pengaruh pada sebuah
organisasi dan lain sebagainya. Merencanakan media plan,
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publications-publicity, audiovisual, special events dan regular
events untuk tujuan berkampanye.
f) Partisipasi komunitas (Community Participations)
Maksudnya adalah partisipasi Public Relations dalam
melakukan suatu komunikasi timbal balik dengan komunitas
masyarakatatau publik lingkungan tertentu untuk mencapai saling
pengertian dan citra positif terhadap lembaga yang
diwakilinya.Misalnya, kegiatan peduli bidang social marketingdan
social care (kepedulian public relations terhadap aspek
kepentingan sosial).
g) Nasihat (Advisory)
Memberikan sumbangan saran kepada manajemen dan
pemimpin perusahaan berkenan dengan kebijakan organisasi
tentang penyesuaian berdasarkan kepentingan publik eksternal atau
internal, maupun berdasarkan hasil pengidentifikasian keinginan
dan reaksi terhadap tujuan perusahaan.14
2) Aktivitas Humas




14Colin Coulson dan Thomas.Public Relations. A Practical Guide, terjemahan oleh Lucas Ginting. Public
Relations.Pedoman Praktis Untuk PR,(Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 98.
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Dari beberapa hal di atas menunjukkan kegiatan public relations
sebagai fungsi dan tugas, untuk mengantisipasi,dan merencanakan, serta
membangun image maupun mempertahankan dan bahkan membantu
menyelesaikan krisis yang terjadi dalam lembaga dari setiap oraganisasi
yang menaunginya.
3) Peran Public Relations
a) Peran manajerial atau pengelolaan.
b) Melaksanakan pengelolaan terhadap target dan strategi pencitraan
perusahaan.
c) Membangun opini publik yang positif terhadap lembaga atau
perusahaan.
d) Membangun hubungan yang harmonis dengan media.
e) Menyelenggarakan penelitian yang berkaitan dengan tujuan untuk
mengembangkan citra yang baik bagi perusahaan.
f) Melaksanakan marketing public relations.
g) Mengelola media komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan dan
melakukan aktivitas menulis (Press Release, Feature, Article,
Advetorial).
Jadi, terdapat dua peran yang diharapkan dilakukan terus menerus
oleh public relations. Pertama, peran teknis, yaitu hal - hal yang
menyangkut pekerjaan teknis seperti menulis, press release, membuat
newsletter, photography, membuat produksi audiovisual, dan menggelar
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event. Kedua, peran manajerial, yaitu berkaitan dengan aktivitas yang
membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah.
a. Pelayanan publik
Pelayanan publik merupakan unsur paling pentingdalam
meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun.
Reformasi pelayanan publik terjadi dalam konteks usaha “pembangunan”
dan promosi proses globalisasi ekonomi. Reformasi pelayanan publik
merupakan prime mover (penggerak utama) yang dinilai strategisuntuk
memulai pembaharuan praktik governance. Sesuai dengan paradigma
Reinventin Government maupun Good Governance, pendelegasian
sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati atau walikota kepada
camat harus dapat memaksimalkan prinsip, yakni efektivitas, efisiensi,
equity atau keadilan danekonomis. 15
Pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar memindahkan
kewenangan yang dijalankan secara langsung oleh bupati/walikota kepada
camat, melainkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dewasa ini
kualitas merupakan bahasan yang penting dalam penyelenggaraan
pelayanan, termasuk pada organisasi atau institusi pemerintah sebagai
lembaga penyedia pelayanan publik. Negara dan sistem pemerintahan
menjadi tumpuan pelayanan warga negara dalam memperoleh jaminan
15M. Isa Indrawan, pengaruh Komunikasi terhadap Publik, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi,
Vol. 16, No. 2, Mei-Agust 2009
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atas hak-haknya karenanya peningkatan kualitas pelayanan (quality of
services) akan menjadi penting. Lembaga atau organisasi pemerintah
semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat
mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu,
pelayanan (aparatur) pemerintah harus lebih proaktif dan cermat dalam
mengantisipasi paradigma baru global agar pelayanannya mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis.
b. Komunikasi pembagunan
Komunikasi pembangunan sendiri jika demikian, dimaksudkan
sebagai suatu proses mendorong perubahan sosial dengan mengandaikan
adanya partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat dan pada gilirannya
dimaksudkan pula untuk mendorong keberhasilan pembangunan, makin
meningkatnya kesejahteraan suatu masyarakat, terselenggara dan makin
bertambahnya jaminan rasa keadilan serta tersedianya kemungkinan untuk
dapat melakukan kontrol sosial. Hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas
pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi sebuah masyarakat
dan memperbaiki kualitas suatu bangsa.
Dalam melaksanakan pembangunan, tentu saja aspek-aspek yang
berkait dengan komunikasi dan pembangunan dapat dikaitkan, terutama
melalui fungsi dan peranan media massa atau media-media umum lainnya.
Masalah-masalah yang berkaitan dengan media, pengawasan yang perlu
pula dilakukan atas keberadaan media dan bagaimana media dapat
berfungsi secara optimal, yang terutama hal ini umumnya dikaji dalam
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studi-studi mengenai kebijakan media (media policy). Di sini dapat
didorong pula sebuah peran positif media dalam konteks pembangunan
nasional/pembangunan sebuah bangsa atau juga pengembangan suatu
masyarakat yang mandiri16.
Komunikasi pembangunan  dalam konteks ini tentu saja juga harus
selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan pembangunan suatu bangsa yang
disepakati oleh segenap warganya. Tentu saja  dengan kemungkinan
terdapatnya perbedaan kondisi untuk suatu  masyarakat bangsa satu  bisa
berbeda jika diperbandingkan dengan  masyarakat bangsa lainnya. Di sini
artinya, keberhasilan komunikasi pembangunan pun di sebuah negara,
tidak serta merta dapat diklaim seluruhnya akan sukses untuk dapat
diterapkan pada negara lainnya. Namun demikian model atau polanya
dapat saja dipergunakan sebagai kerangka dasar pengembangan dengan
menyesuaikan penerapannya melalui sejumlah kondisi yang relevan.
Hampir dapat dikatakan sama dalam komunikasi pembangunan di
kebanyakan negara lainnya adalah bahwa pada dasarnya komunikasi
pembangunan merupakan sebuah proses penyebaran pesan-pesan yang
ditujukan untuk publik  yang pada gilirannya dapat mengubah sikap,
pendapat dan perilaku masyarakat, tentu dalam konteks mencapai
kemajuan  dan makin meningkatnya  kualitas masyarakat itu sendiri.
16Aida Vitayala S. Hubei, Strategi Komunikasi politik dan Budaya Jurnal komunikasi pembangunan,
Volume20, No 1, Tahun2016
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C. Teori Two-Way Simetris Humas
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gruning dan Hunt yaitu
teori Two-Way Simmetric, model teori ini dianggap oleh Gruning dan Hunt
ideal, karena mengutamakan dialog secara penuh dengan publiknya serta
fokus pada upaya membangun hubungan dan pemahaman bersama, bukan
berupaya memersuasi publik dengan berbagai cara. Dengan kata lain,
organisasi menganggap publik bukan sebatas penerima yang pasif tetapi
publik juga dapat berubah peran sebagai sumber. Di sini terjadi pertukaran
peran (sebagai sumber dan penerima) secara dialogis antara organisasi
dengan publik. Karena sulitnya menentukan siapa sumber dan penerima,
model ini lebih memandang komunikasi sebagai transaksi antara person
dan person yang lain. Hasil dari dialog ini, organisasi dan publik berupaya
mengadaptasi diri mereka untuk kepentingan bersama.17
Proses negosiasi terbuka lebar sehingga terjalin relasi jangka
panjang. Organisasi tidak hanya menerima umpan balik dari publiknya,
tetapi juga merespon secara positif dengan mengupayakan kebersamaan.
Komunikasi berfungsi sebagai alat negosiasi dan kompromi dalam
mewujudkan pemecahan masalah. Dikutip dari Rachmat Kriyanto, Teori
public relation dan praktik Model ini dapat menciptakan atmosfir “give
and take” di mana organisasi dan publik berupaya mencapai konsensus
dan kolaborasi.
17Lihat Rachmat Kriyantono, Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian
dan Praktik (Cet. I; Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014), h. 96.
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D. Public Relations Dalam Perfektif Al-Qur”An
Dalam Al-Qur’an pun, dijelaskan mengenai public relations
sebagaimana bunyi ayat dalam surah, Al-Maidah ayat 67 :18
 َو َُﮫَﺘﻟﺎﺳِر ﺖْﻐﱠَﻠﺑ ﺎَﻤَﻓ َْﻞﻌَْﻔﺗ ْﻢﱠﻟ نِإ َو ِّﻚﺑ ﱠر ﻦِﻣ ﻚْﯿَِﻟإ َلِﺰُﻧأ ﺎَﻣ ّْﻎَِﻠﺑ ُلﻮﺳ ﱠﺮﻟا ﺎَﮭَﯾﺄَﯾﻢِﺼْﻌَﯾ ُ ﱠ ا َﻦِﻣ
 ِإ ِسﺎﱠﻨﻟا َ ﱠ ا ﱠنيِﺮِﻔَﻜْﻟا َمَْﻮﻘْﻟا ىِﺪْﮭﯾ ﻻ
Artinya :
Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu,
berarti) kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah memelihara
kamu dari (gangguan) manusia”.
Pada ayat tersebut di atas dijelaskan bagaimana Rasul diperintahkan
untuk menyampaikan amanah dari Allah SWT, yang telah mengutusnya.
Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan Ilmu Komunikasi maupun dalam
aktivitas public relations, maka diperoleh pemaknaan mengenai perintah
penyebaran informasi, dan dalam ilmu public relations dapat ditarik pula
kesimpulan mengenai perintah pelaksanaan tugas public relations yang
diberikan oleh perusahaan untuk dilaksanakan.
Apabila disatukan kedua pemaknaan tersebut maka kesimpulannya
adalah melaksanakan penyebaran informasi yang dipercayakan oleh
perusahaan untuk dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan berarti
terdapat pelanggaran atas tugas yang dipercayakan untuk dilakukan.




Pada dasarnya penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan
pengetahuan secara mendalam mengenai peranan humas Pemda dalam
menyebarluaskan informasi pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Jenis
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif  karena jenis penelitian
tersebut yang dianggap relevan dengan orientasi penelitian.
Jenis penelitian kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari
orang – orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian peneliti
akan melihat langsung dan menyaksikan bagaimana aktivitas humas di
lokasi yang diteliti, lalu kemudian menyimpulkan kondisi yang terjadi
secara objektif, sesuai dengan kondisi yang terjadi.19
Dengan mengadakan observasi yaitu pengamatan langsung ke dalam
lembaga atau organisasi yang diteliti untuk mengetahui realitas peran humas
pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan di
msyarakat Kabupaten Jeneponto, kemudian menelisik lebih jauh mengenai
persoalan potensial sebagai faktor pendukung maupun yang menjadi faktor
penghambat dalam aktivitas humas di lembaga tersebut. Dengan demikian
penulis memilih orientasi penelitian lebih kepada metode wawancara langsung
dan observasi terhadap subjek formal yang diteliti.
Bahkan dengan riset kualitatif penulis dapat memperoleh informasi
yang lebih mendalam dan mampu mendeskripsikan realitas secara alamiah.
19Aslemdan Juliet Corbin, Basic of Qualitatif Research: Grounded Theory Procedures and Tehcniques,
terjemahan. Muhammad Shodiqdan Imam Muttaqien, Dasar – dasarPenelitianKualitatif: Tata LangkahdanTeknik –
teknikTeoritis Data (Cet. IV; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013), h4.
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Sifat informasi yang mendalam dan alamiah ini dimungkinkan karena riset
kualitatif mengajak subjek riset untuk mengekspresikan opini atau nilai – nilai
pribadinya bahkan apa yang ia rasakan dalam menjalankan atau menikmati
hasil kerja pubilc relations secara mendalam di pemerintah daerah tersebut.
1) Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Pemerintah
Daerah Kabupaten Jeneponto. Alokasi waktu yang digunakan untuk
penelitian yang digunakan sekitar 1 (satu) bulan terhitung sejak
disahkannya draft penulis, hingga sampai pada diajukannya kemudian
hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis.
2)Objek Penelitian
Untuk objek yang diteliti sendiri adalah humas yang ada dalam
kantor Pemda di bidang Humas tersebut. Dalam melaksanakan segala
aktivitas humas.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam metode pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif
kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti menggunakan
metode pendekatan komunikasi, untuk melihat dan mengamati peran
humas Pemda dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah
Kabupaten Jeneponto.
C. Metode pengumpulan data
Pada penelitian ini,  peneliti menggunakan prosedur snowball, juga di
kenal sebagai prosedur  rantai rujukan atau juga prosedur networking, namun
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tak jarang disebut pula sebagai jenis prosedur purposif, meskipun sebenarnya
berbeda. Dalam prosedur ini, dengan siapa peserta atau informan pernah
dikontak atau pertama kali bertemu dengan peneliti adalah penting untuk
menggunakan jaringan sosial mereka, untuk merujuk peneliti kepada orang lain
yang berpotensi berpartisipasi atau berkontribusi dan mempelajari atau
memberi informasi kepada peneliti. Kemudian peneliti menempuh beberapa
cara - cara seperti berikut untuk memperoleh informasi dan data yaitu antara
lain:
1) Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun
langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati proses – proses interaksi
dan percakapan – percakapan antara subjek yang diriset. Dalam hal ini
peneliti melalui data penelitian dan informasi langsung dari kepala bagian
atau departemen yang mengurus langsung kegiatan humas Pemda dalam
menyebarluaskan informasi pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto.20
2) Wawancara mendalam
Wawancara pada penelitian kualitatif adalah kegiatan tanya jawab,
lebih tepatnya ialah percakapan, antara peneliti dengan subjek yang diteliti
(informan atau partisipan). Teknik wawancara secara mendalam
memungkinkan peneliti mengeksplorasi yang terjadi saat sekarang, di
masa lalu dan di masa mendatang lebih bebas dan mendalam.
20Burhan Bungin, PenelitianKualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial. (Ed. II;
Jakarta: KencanaPranada Media Group, 2007) h. 108.
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Bahkanpeneliti pun berkesempatan menggali informasi lagi yang
mendalam, jika dirasa ada data yang kurang.
Wawancara yang dilakukan tersebut didokumentasikan dalam
bentuk catatan tertulis maupun melalui rekaman suara ataupun gambar.
Hal tersebut dilakukan demi menjaga hasil penelitian yang akurat. Untuk
memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan maka peneliti akan
melakukan wawancara secara langsung kepada manager operasional





1 Dr. H. Syaripuddi D. S.Pd, S.E, M.M Kabag Humas
2 Aswar Anas S.E Kasubag Humas
3 Jumrah S.Sos Sekretaris Humas
4 Anwar S.E Kasubag Humas
5 Tompo Staf Humas
6 Eka Staf Humas
7 Sahrir Staf Humas
Sumber berdasarkan olahan penelitian 2017
Peneliti mengambil informan diatas yang terlibat langsung di
bagian humas karena di bagian humas lebih berpoten dalam
mensosialisasikan informasi pembangunan daerah kususnya di Kabupaten
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Jeneponto. Peneliti mengambil informan yang lebih banyak mengetahui
tentang bagaimana peran dan fungsi humas yang profesional dan peneliti
tidak mengambil dari masyarakat kenapa demikian? Karena pembahasan
di skripsi ini mengarah pada tentang humas pemda khususnya Kabupaten
Jeneponto.
3) Dokumentasi
Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui catatan atau
dokumen–dokumen yang resmi maupun yang tidak resmi, dan
pengambilan gambar disekitar objek penelitian yang akan dijadikan
sebagai pendukung observasi dan wawancara.
4)      Studi pustaka
Teknik  pengumpulan data dari berbagai pustaka, buku-buku yang
berhubungan dengan tema penelitian yaitu strategi humas Pemda dalam
menyebarluaskan informasi pembangunan.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipergunakan oleh peneliti, adalah  peneliti
sendiri yang bertindak sebagai instrument utama dalam penelitian, karena pada
dasarnya proses analisis kelak yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti itu
sendiri yang melaksanakan proses analisis. Meskipun menggunakan alat – alat
lainnya berupa alat tulis dan catatan, perekam suara digital, kamera, computer,
serta alat penunjang lainnya yang diperlukan oleh peneliti, itu hanya sebagai
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penunjang demi kelancaran proses penelitan dengan harapan mendapatkan
informasi dan data yang akurat.21
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini yang berorientasi pada deskriptif kualitatif yang lebih
banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses – proses
kejadian suatu fenomena, bukan ke dalam data ataupun makna data. Dengan
menggunakan teknik analisis data secara induktif yaitu mengumpulkan
pertanyaan – pertanyaan secara khusus yang akan menjawab rumusan masalah
dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis atau pendekatan komunikasi
yang kelak akan dikaitkan dengan teori yang dianggap berhubungan dengan
objek penelitian.
Kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan secara umum
tentang  peranan humas Pemda dalam mensosialisasikan informasi
pembangunan di Kabupaten Jeneponto dalam mengembangkan citra di bidang
humas Pemda pembangunan tersebut, sehingga masyarakat Jeneponto
mendapat perhatian lebih baikpada publiknya.
Untuk mendapatakan data yang dibutuhkan maka peneliti melakukan
beberapa tahap pengolahan dan analisis data yaitu :22
21Rachmat Kriyantono, Public Relations dan Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations
Etnografi Kritis dan Kualitatif (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 50.
22Lihat Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial. (Ed. II;
Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007) h. 150.
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1) Reduksi data
Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolonkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan pengorganisasian data
sebagai kesimpiulan akhir, agar dapat ditelaah serta diverifikasi.
2) Penyajian data
Peneliti melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap
permasalahan dalam pembahasan dengan cara memaparkan secara umum,
kemudian menjelaskanya dalam pembahasan yang lebih spesifik.
3) Penarikan kesimpulan
Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara berurutan selama di lokasi
penilitian. Kesimpulan itu kemudian diverifikasi sesuai penelitianya,
dengan mempertimbangkan dan meninjau kembali data yang diperoleh
sehingga terbentuk suatu penegasan terhadap kesimpulan.
F. Pengujian Keabsahan Data
Penelitian dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data
dengan menggunakan trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data tersebut. Trianggulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data
atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda
dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada
saat pengumpulan dan analisis data.
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Pengumpulan data dan penelitian dilakukan dengan cara observasi,
dokumentasi, dan wawancara dengan informan. Oleh karena itu, untuk
mendapatkan data yang valid dan ada kecocokan satu sama lain, penelitian
mengadakan trianggulasi sumber data melalui pemeriksaan terhadap
pemeriksaan sumber lainnyan, yaitu membandingkan data hasil
pengamatan dengan data hasil wawancara.
Penelitian menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode
dan sumber perolehan data, misalnya, selain melalui wawancara dan
observasi, penelitian bisa menggunakan observasi, dokumen tertulis, arsip,
dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar
atau foto. Untuk masing-masing cara ini akan menghasilkan bukti atau
data yang berbeda pula mengenai fenomena yang di telitui. Berbagai
pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh
kebenaran handal.
BAB IV
HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN
A. Deskripsi Wilayah Penelitian
1. Letak Geografis Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah tingkat II di
propinsi Sulawesi selatan dengan Letak Geografi dan Luas Wilayah
terletak antara 5'23'12'' – 5'42'1,2'' Lintang Selatan dan 119'29'12'' –
119'56'44,9'' Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan
Takalar di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur,
Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores disebelah Selatan. Luas












23 Profil Kabupaten Jeneponto 2014
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k. Kecamatan Bangkala Barat 1
2. Keadaan Iklim
Kabupaten Jeneponto memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan
musim kemarau. Musim hujan terjadi antara Bulan November sampai
Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai
dengan Bulan Oktober. Kabupaten Jeneponto beriklim tropis dengan tipe
iklim D3, E4 dan C2.
Dengan rincian sebagai berikut: (1) Tipe iklim D3 dan E4 meliputi
seluruh wilayah kecamatan, kecuali wilayah kecamatan Kelara bagian
utara. Tipe iklim ini mempunyai bulan kering secara keseluruhan 5-6
bulan sedang bulan basah berkisar 1-3 bulan. (2) Tipe iklim C2, yaitu tipe
iklim yang memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan.
Tipe iklim ini dijumpai dengan ketingggian 700-1727 meter dpl yaitu pada
wilayah Kecamatan Kelara dan Rumbia. Jumlah rata – rata curah hujan
pertahun di Kabupaten Jeneponto selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai
1.535 mm dengan rata – rata hari hujan 92 hari. Curah hujan tertinggi
jatuh pada bulan Januari dan Februari sedang curah hujan terendah yakni
pada bulan Juli, Agustus, dan September.
3. Keadaan Topografis
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada
umunya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi ini terlihat pada
bagian utara yang terdiri dari dari dataran tinggi dan bukit yang
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membentang dari barat ke timur dengan ketinggian antara 500-1400 m dpl.
Pada bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan
Ketinggian 0-150 m dpl.  Berdasarkan kemiringan, maka luas lahan
(sawah) dilihat dari kemiringannya, maka luas lahan dapat dibagi atas: a)
Kemiringan 0-2 º seluas 30.817 Ha (14,10 %), b) Kemiringan 3-15 º seluas
19.739 Ha (26,32 %), c) Kemiringan 16-40 º seluas 14.178 Ha (18,92 %),
d) Kemiringan > 40 º seluas 10.245 Ha (13,86 %). Wilayah dataran tinggi
pada bagian utara merupakan potensi untuk pengembangan tanaman
hortikultura, sedangkan wilayah dataran rendah pada bagian selatan
merupakan potensi pengembangan ekosistem pantai serta sumberdaya
alam kelautan dan perikanan, serta wilayah dengan ketinggian sedang pada
bagian tengah merupakan potensi untuk pengembangan perkebunan dan
tanaman jangka menengah/pendek.
4. Kependudukan
Berdasarkan data penduduk badan pusat statistik Kabupaten
Jeneponto  pada tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto
sementara adalah  392.026 ribu Jiwa, yang terdiri atas 192.384 ribu jiwa
laki-laki dan 198.642 ribu jiwa perempuan. Dari hasil tersebut tampak
bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Jeneponto bertumpu
diKecamatan Tamalatea dengan jumlah 64.953 ribu jiwa disusul oleh
Kecamatan Bangkala dengan jumlah 61.524 ribu jiwa. Jumlah penduduk
Kabupaten Jeneponto lebih lanjut berdasarkan penjelasan diatas dapat kita
lihat pada tebel berikut:
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Tabel 1
Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto, Menurut Jenis Kelamin
S
u
mber: Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2014
5. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto
a. Visi
Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan penguatan daya saing




1 Bangkala 30.455 31.069
2 Bangkala Barat 25.337 25.592
3 Tamalatea 32.102 32.851
4 Bontoramba 10.872 11.424
5 Binamu 12.492 12.889
6 Turatea 14.512 14.862
7 Batang 19.071 19.565
8 Arungkeke 16.690 17.844
9 Tarowang 9.107 9.440
10 Kelara 10.487 10.680




1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada
pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian
lingkungan yang bertumpu pada potensi lokal.
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien,
produktif, transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap
desa/kelurahan yang lebih merujuk pada prinsip pengembangan tata
ruang dan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan.
6. Profil pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto
Pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
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7. Humas Kabupaten Jeneponto
Bagian humas Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu unit
kerja dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan
peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1985 dalam upaya
pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Mengingat pentingnya capaian sasaran kegiatan APBD,
maka dengan keberadaan bagian humas diharapkan akan dapat
menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian
umum dari kebijakan APBD.
Tugas dan fungsi tersebut meliputi pembinaan/pemberian latihan
kepada sumber daya manusia di masing-masing SKPD untuk pelaksanaan
kegiatan terkait, melaksanakan pemantauan di lapangan (monitoring) dari
kegiatan APBD yang dilaksanakan dan melakukan rapat evaluasi dan
pelaporan kegiatan dimaksud. Menyadari betapa pentingnya arti
mewujudkan good governance, maka seluruh aparatur pemerintah dituntut
harus mampu meningkatkan kinerja. Salah satu upaya untuk mewujudkan
good governance serta menjawab tuntutan masyarakat, perlu
dikembangkan sebuah sistem pengendalian kegiatan APBD tersebut. Pada
akhirnya diharapkan sasaran penyelenggaraan pembangunan daerah akan
dapat tercapai dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal
mencapai tujuan pengendalian umum kegiatan APBD sangat didukung
teknologi informasi (Information Tecnologie) yang merupakan kebutuhan
pokok saat ini dalam rangka pengolahan data untuk mensosialisasikan
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informasi pembangunan daerah, mendukung pertukaran data dan informasi
serta penyaluran informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Dikaitkan
terhadap tuntutan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada
masyarakat dengan kondisi geografis Kabupaten Jeneponto yang luas.
8. Peran dan Fungsi Humas Kabupaten Jeneponto
Tugas pokok bagian humas Setda Kabupaten Jeneponto
berdasarkan peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2009 adalah membantu
Bupati dalam mensosialisasikan informasi pembangunan daerah dan
koordinasi dengan lembaga teknis daerah, dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, bagian Humas
Setda Kabupaten Jeneponto memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan publikasi kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jeneponto sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan bidang kehumasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyebarluasan informasi
pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Sesuai dengan fungsi dan tugas pokok bagian humas Setda
Kabupaten Jeneponto secara umum dapat disimpulkan merupakan
pelaksanaan pengendalian kegiatan APBD dalam upaya pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Bagian humas secara umum
mempunyai tujuan menciptakan konsistensi komunikasi dengan berbagai
pihak dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang
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efektif dan efisien sehingga capaian sasaran pemerintah Kabupaten dapat
dipublikasi dengan baik dan melaksanakan kegiatan APBD tepat guna.
Sasaran dimaksud antara lain:
1. Terwujudnya informasi pemerintah Kabupaten Jeneponto yang akurat.
2. Terlaksananya kegiatan pengendalian APBD Kabupaten Jeneponto secara
efektif dan efisien.
3. Terwujudnya sistem pelaporan pelaksanaan APBD Kabupaten Jeneponto.
Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
tujuan adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan
baik yang efektif dan efisien.
2. Terciptakanya sistem administrasi pengendalian pelaksanaan APBD
Kabupaten      Jeneponto dari berbagai sumber pembiayaan secara efektif
dan efisien.
3. Terlaksananya evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Kabupaten Jeneponto Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah
selanjutnya adalah menentukan program dan kegiatan yang merupakan
perwujudan dari kebijakan operasional bagian humas. Hal ini merupakan
tahapan penting dalam menetapkan cara pencapaian tujuan dan sasaran
yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang akan
dilakukan setiap tahun dalam waktu lima tahun dan direncanakan
pelaksanaan pembiayaan sepenuhnya melalui APBD. Sejauh mungkin
diidentifikasikan dari berbagai kegiatan yang merupakan peran aktif
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Badan/Dinas/Kantor/instansi serta masyarakat atas kebijakan ataupun
program pemerintah serta kinerjanya.
Untuk mendukung Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka
ditetapkan rencana kerja yang meliputi:
1. Melaksanakan kegiatan koordinasi publikasi pembangunan yang
efektif dan efisien.
2. Menciptakan sistem administrasi pengendalian pelaksanaan APBD
dari berbagai sumber pembiayaan pembangunan secara efektif dan
efisien.
3. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan
kegiatan APBD kabupaten Jeneponto
4. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam pengelolaan
pengadaan barang/jasa Pemerintah.
5. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam perjanjian
hukum kontrak konstruksi.
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9. Struktur Humas Kabupaten Jeneponto
Struktur Humas Kabupaten Jeneponto
Kabag Humas
Dr. H. Syaripuddin D, S. Pd, S. E, M.M
Kasubag komonikasi Kasubag Sandi dan Kasubag Perwakilan
Dan Pemberitaan Telekomunikasi Jumrah S.Sos
Aswar anas S.E Anwar S.E
Staf : Staf : Staf :
1.Eka 1. Sahrir 1. Tompo
2.Darmawanto S. Ag                  2. Ernawati 2. Dewi Sartika Hijriah
3.M. Faisal S. Kom 3. Afrizal 3. Dewi Puspa Sari
4.Dessy Mertalina 4. Falmirita 4. Cahaya Rani
5.Khaidir 5. Syarifa Laili
6.Juminah 6. Putri






Sumber : Dokumen Humas Pemerintah Kabupaten Jeneponto 2014
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B. Bagaimana Peranan Hubungan Masyarakat (HUMAS) Kabupaten
Jeneponto dalam Mensosialisasikan Program-program Pemerintah
Tugas pokok bagian humas Setda Kabupaten Jeneponto berdasarkan
peraturan Bupati Nomor: 06 Tahun 2009 adalah membantu Bupati dalam
mensosialisasikan informasi pembangunan daerah dan koordinasi dengan lembaga
teknis daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, bagian humas Setda Kabupaten
Jeneponto mempunyai tugas melaksanakan dan pembinaan dan koordinasi
hubungan masyarakat, sandi dan telekomunikasi dan perwakilan
Pemerintah Kabupaten dalam rangka menunjang kebijakan Pimpinan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggraan Pemerintahan. Sesuai dengan
fungsi dan tugas pokok bagian humas Setda Kabupaten Jeneponto secara
umum dapat disimpulkan merupakan pelaksanaan kegiatan APBD dalam
upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan ini
ditetapkanlah Visi dan Misi dari Bagian Humas Setda Kabupaten
Jeneponto.24
Sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Bagian Humas Setda Kabupaten
Jeneponto secara umum dapat disimpulkan merupakan pelaksanaan pengendalian
kegiatan APBD dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Bagian Humas secara umum mempunyai tujuan menciptakan
konsistensi komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyebarluasan
informasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien sehingga capaian sasaran
Pemerintah Kabupaten dapat dipublikasi dengan baik dan melaksanakan kegiatan
APBD tepat guna Sasaran dimaksud antara lain:
1. Terwujudnya informasi pemerintah Kabupaten Jeneponto yang akurat.
2. Terlaksananya kegiatan pengendalian APBD Kabupaten Jeneponto secara
efektif dan efisien.
24 Aswar Anas S.E, Selaku Kasubag Humas bagian Komun9kasi dan Pemberitaan Kabupaten
Jeneponto,Wawancarapada Tanggal 25 Juni 2017.
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3. Terwujudnya sistem pelaporan pelaksanaan APBD Kabupaten Jeneponto
Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
tujuan adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan
baik yang efektif dan efisien.
2. Terciptanya sistem administrasi pengendalian pelaksanaan APBD
Kabupaten Jeneponto dari berbagai sumber pembiayaan secara efektif dan
efisien.
3. Terlaksananya evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Kabupaten Jeneponto.
Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah
menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan
operasional Bagian Humas. Hal ini merupakan tahapan penting dalam
menetapkan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam waktu
lima tahun dan direncanakan pelaksanaan pembiayaan sepenuhnya melalui
APBD. Sejauh mungkin diidentifikasikan dari berbagai kegiatan yang merupakan
peran aktif Badan/Dinas/Kantor/instansi serta masyarakat atas kebijakan ataupun
program pemerintah serta kinerjanya.
Seperti yang diungkapkan Kabag humas Kabupaten Jeneponto,
Syarifuddin untuk mendukung tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka
ditetapkan rencana kerja yang meliputi:
a) Melaksanakan kegiatan koordinasi publikasi pembangunan yang efektif
dan efisien.
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b) Menciptakan sistem administrasi pengendalian pelaksanaan APBD dari
berbagai sumber pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien.
c) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan
APBD Kabupaten Jeneponto.
d) Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam pengelolaan
pengadaan barang/jasa Pemerintah.
e) Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam perjanjian hukum
kontrak konstruksi.25
Berikut ini Peranan Humas Kabupaten Jeneponto
1. Aspek Produktivitas
Aspek produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai
dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau bisa diartikan
sebagai perbandingan antara maksimum (input) dan keluaran (output) suatu
organisasi. Pada aspek produktivitas akan dipaparkan tentang jenis program
kerja Humas dan sasaran yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan. Pada program kerja 2014 terdapat lima program kerja yang
digerakkan oleh humas Kabupaten Jeneponto, programnya adalah sebagai
berikut.
a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Dalam program ini kegiatan yang diadakan adalah Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dimana sasaran yang
ingin dicapai adalah terwujudnya bahan bacaan dan kerjasama halaman
media cetak. Program yang dijalankan oleh aparatur Pemerintah daerah
bagian umum ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh
program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada
25 Syarifuddin, Kabag humas Kabupaten Jeneponto, Wawancarapada Tanggal 29 Juni 2017.
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peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.
Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan
administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan
peningkatan pengolahan administrasi barang daerah.
b. Program berikutnya adalah meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Pemerintah daerah.
Program ini dijalankan oleh aparatur Pemerintah bagian arahan
kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan- kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara
mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses
administrai perkantoran, maka indikator-indikator hasil yang diharapkan
dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam
menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran.
c. Program ketiga yang tercantum dalam program kerja Humas adalah
mewujudkan pengembangan komunikasi dan media massa.
Program ini dijalankan oleh bagian humas pada sub bagian
informasi komunikasi dan pemberitaan. Program ini dimaksudkan untuk
pengembangan kemampuan di bidang komunikasi dan media massa.
Pengembangan ini diarahkan untuk memantapkan kedudukan media massa
sebagai lembaga sosial yang mendukung pembangunan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun
1945.
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d. Terciptanya komunikasi dan media massa untuk mensosialisasikan
informasi pembangunan daerah
Program ini dilaksanakan dalam kegiatan penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan informasi. Sasaran yang ingin dicapai
Terlaksananya Publikasi pembangunan daerah dan Terciptanya kinerja
yang berkompentesi dalam bidang kehumasan.
e. Program yang terakhir adalah melakukan pembuatan dokumentasi
pembangunan otonomi daerah.
Program ini dilaksanakan dalam penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah, hal ini supaya terlaksananya liputan khusus dan
pencetakan kalender. Program ini dibentuk sebagai penyempurnaan dari
peningkatan administrasi. Dengan dilakukan pembuatan dokumentasi akan
lebih mempermudah bagian umum dalam pembuatan arsip-arsip
perkantoran. Hal ini juga berpengaruh terhadap transparansi dan
tanggungjawab dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan-
kebijakannya.
2. Aspek Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya
dalam mengimbangi harapan konsumen. Pada aspek kualitas pelayanan,
peneliti akan membahas tentang ketepatan waktu dalam pelaksanaan
kegiatan serta ketepatan pelayanan terhadap sasaran.
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Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang diadakan oleh humas Jeneponto adalah:
1. Melalui Brosur
Bentuk sosialisasi kabupaten Jeneponto melalui brosur karena
kebanyakan masyarakat hanya bertata di internet biasa saja hanya di
buat-buat oleh pengguna Internet sehingga bentuk sosialisasi Humas
melalui brosur itu sudah pasti disurvei di lapangan sebelum di
sosialisasikan melalui brosur. Hal tersebut dikemukakan oleh Anwar
S.E selaku Kasubag Humas Sandi dan Telekomunikasi
“Dalam sosialisasi bentuk brosur ini tidak terlalu maksimal
karena zaman sekarang kebanyakan instansi-instansi lain sudah
banyak menggunakan di sosial media karena lebih mudah untuk
menginformasikan tentang pembangunan kepada masyarakat
Jeneponto”26
Foto dari brosur
26Sahrir selaku Staf Humas bagian Sandi dan Telekomunikasi Kabupaten Jeneponto Wawancara
pada Tanggal 1 Juli 2017.
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Ia mengatakan bahwa bahwa dalam menginformasikan melalui
brosur lebih aktual dan bentuk sosialisasi ini lebih mendekatkan
kepada masyarakat.Karena Humas Jeneponto terjun langsung
kelapangan untuk membagikan brosur kepada masyakat Jeneponto itu
sendiri tanpa perantara siapapun. Dengan demikian, hal tersebut juga
secara tidak langsung mendekatkan antara hubungan antara humas
Jeneponto dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat.
2. Melalui Media TV
Bentuk sosialisasi lain yang dilakukan oleh Kabupaten Jeneponto
adalah melalui media massa berupa televise. Lantaran televisi ini
dinilai bahwa selama ini banyak masyarakat yang memanfaatkan
televisi untuk mendapatkan informasi. Maka dipilihlah TV Chanel.
Hala tersebut dilakukan oleh Jumrah S. Sos terhadap peneliti.
“Karena hampir semua  masyarakat Jeneponto mempunyai Tv
sehingga Humas Jeneponto berfikir dalam bentuk sosialisasinya
melalui Tv dimana dalam bentuk sosialisasi ini mudah dipahami
oleh masyarakat. Apa lagi masyarakat kabupaten Jeneponto masih
minim membaca atau menulis sehinnga bentuk sosialisasi humas
melalui TV Chanel”27
27Eka selaku Staf Humas bagian Peliputan dan Publikasi Kabupaten Jeneponto Wawancara pada tanggal 27 Juni
2017.
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Screen Sot TV chanel
Bentuk sosialisasi melalui TV Chanel adalah bentuk sosialisasi yang
dilakukan Humas Kabupaten Jeneponto dimana bentuk sosialisasi ini
dilakukan karena melihat situasi masyarakat kebanyakan
menggunakan TV namun kemudian dalam bentuk sosialisasi ini sangat
mudah dipahami oleh masyarakat setempat apalagi sebagian
masyarakat kabupaten Jeneponto masih minim membaca ataupun
menulis sehingga pihak humas bersosialisasi dalam bentuk TV Chanel.
3. Melalui media Youtube
Pemanfaatan sosialisasinya lewat You Tube, selain karena tidak
memerlukan anggaran yang besar, juga karena memudahkan
membacanya bagi pengguna gadget. Hal tersebut dikemukakan oleh
Kabag Humas Kabupaten Jeneponto Dr. H. Syaripuddi D, S.Pd., S.E.
“Karena di era modern sekarang, dimana semua orang
menggunakan teknologi. Yang dilakukan di Sulawesi-Selatan
tepatnya di Daerah Kabupaten Jeneponto hampir semua
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masyarakat menggunakan sosial media (sosmed), yang menjadi
kendala atau kronologisnya karena adanya ilmu teknologi budaya
baca yang ada di masyarakat Jeneponto sangat minim” 28
Screen Sot YOU TUBE
Setidaknya jika masyarakat tidak menyukai membaca, maka ia
bisa melihat gambar melalui Youtube. Olehnya itu sosialisasi
dilakukan Humas itu di Upload melalui Youtube supaya masyarakat
lebih mudah memahami.
Melakukan bentuk sosialisasi melalui Youtube karena hanya
melihat di era sekarang lebih canggih dari yang kemarin-kemarin,
dan ini dilakukan belum terlalu lama karena dalam mengupload
data belum terlalu mahir dan masih salah-salah dalam pengupload
data. Namun kemudian itu kami di bagian humas melakukan
sosialisasi dalam bentuk Youtube selain memperlancar untuk
28 Dr. H. Syaripuddin D, S.Pd. S.E selaku Kabag Humas Kabupaten Jeneponto, Wawancarapada
Tanggal 29 Juni 2017.
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mengakses data di Youtube juga bermanfaat kepada masyarakat
mengenai tentang pembangunan Kabupaten Jeneponto.29
4. Sosialisasi Melalui Media Cetak
Humas Kabupaten Jeneponto melakukan sosialisasi melalui media
cetak (Tribun Timur) karena mengingat kesempatan atau waktu
masyarakat semua tidak mungkin sama.
Masyarakat mempunyai kesibukan masing-masing dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan secara langsung, dengan demikian
alasan humas melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak
adalah karena media cetak dapat disebarkan kepada masyarakat dapat
membaca di media cetak (Tribun Timur) tersebut meskipun dalam
jangka waktu yang tidak bertepatan.30
29 Dr. H. Syaripuddin D, S.Pd. S.E selaku Kabag Humas Kabupaten Jeneponto, Wawancarapada
Tanggal 29 Juni 2017.
30 Dr. H. Syaripuddin D, S.Pd. S.E selaku Kabag Humas Kabupaten Jeneponto, Wawancarapada
Tanggal 29 Juni 2017.
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Screen Shot Berita Tribun Timur
Screen Sot Berita Jeneponto UPEKS.co.id
Pada dasarnya bagian humas memberikan pelayanan yang tepat
terhadap masyarakat yakni melalui program pengembangan komunikasi,
informasi dan media massa yang tercakup di dalam program fasilitasi
peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi serta
bekerjasama dengan informasi dan media massa.
Tindak lanjut yang dilakukan terhadap program yang telah
direncanakan melalui kegiatan diantaranya adalah:
a) Penyediaan bahan bacaan
b) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
c) Pelaksanaan program dan kegiatan serta tindak lanjut dilaksanakan secara
kontiniu dan bertahap.31
31 Dr. H. Syaripuddin D, S.Pd. S.E selaku Kabag Humas Kabupaten Jeneponto, Wawancarapada
Tanggal 29 Juni 2017.
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Menurut pengamatan peneliti dilapangan proses pelayanan yang
diberikan pihak humas kepada masyarakat telah berjalan sesuai dengan
prosedur dan pelayanan dilakukan melalui program-program yang tepat.
5. Melalui radio
Selain dari media-media sebelumnya, kabag humas Jeneponto pun
menggunakan radio sebagai mediasi sosialisasi. Hal tersebut
diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu membaca.
Hal tersebut dikemukakan oleh Dr. H. Syaripuddin D, S. Pd, S.E, M. M
selaku Kabag Humas yang diwawancarai pada tanggal 29 Juni
mengatakanbahwa :
Bagian humas Jeneponto dalam hal ini juga bertanggung jawab dalam
operasional Radio Pemerintah Kabupaten Jeneponto, juga
bertanggungjawab pada operasional sandi dan telekomunikasi. Untuk
pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini bagian humas akan
mensosialisasikan melalui radio RPD dan untuk kecamatan yang tidak
terjangkau frekuensi penyiarannya akan disosialisasikan melalui santel
(Sandi dan  telekomunikasi).32
3. Aspek Profesionalisme
Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang
merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional.
Professional sangat erat hubungannya dengan kualitas pegawai.
Kualitas pegawai dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai,
pengalaman dan keahlian pegawai dan kedisiplinannya.
Dalam bagian humas professional pegawai juga dianggap perlu
diperhatikan dalam peningkatan kinerja humas, karena professional
32Tompo selaku Staf Humas Bagian Perwakilan Kabupaten Jeneponto, Wawancarapada Tanggal 29
Juni 2017.
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merupakan salah satu bagian terpenting dalam indikator kinerja suatu
organisasi. Bagian humas Kabupaten Jeneponto terdiri dari 3 sub
bagian yakni:
a. Bagian Informasi Komunikasi dan Pemberitaan
Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 1 Juli 2017
yang dilaksanakan di kantor humas pemda Kabupaten Jeneponto,
Ibu Jumrah mengatakan Bagian Informasi bahwa :
Komunikasi dan pemberitaan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah
Daerah di bidang Informasi, komunikasi dan
pemberitaan”.33
1. Fungsi Kepala Sub Bagian Informasi, komunikasi dan
pemberitaan
a. Membantu Kepala Bagian Hubungan Kemasyarakatan
dan Protokol dalam melaksanakan tugasnya di Bidang
Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi
b. Mengolah Data dan bahan –bahan dalam rangka
penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang
Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi
c. Menyusun rencana program kerja dan anggaran sub
bagian
33 Aswar Anas S.E selaku Kasubag Humas Komunikasi dan Pemberitaan Kabupaten Jeneponto,
Wawancarapada Tanggal 29 Juni 2017.
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d. Mengumpulkan data data dari masyarakat sehubungan
dengan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten serta
mendistribusikan bahan-bahan berita.
e. Meliput segala kegiatan Pemerintah Kabupatendan
mencuci serta mencetak film hasil foto liputan kegiatan.
f. Menata foto-foto kegiatan Pemerintah
Kabupatenkedalam Album serta mendokumentasikan
g. Menyimpan dan memelihara alat-alat dokumentasi
h. Menyusun dan mendokumentasikan naskah-naskah
pidato Bupati
i. Mengumpulkan penerbitanmassa media
j. Menyusun rencana kegiatan dalam rangka
mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pemerintah
daerah
k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun
tulisan
l. Menetapkan DP-3 Staf yang dibawahinya
m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala
bagian
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan Pegawai pada sub bagian informasi, komunikasi
dan pemberitaan terdiri dari 19 orang. 19 orang
tersebut terdiri dari satu orang kepala bagian sub
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bagian informasi, komunikasi dan pemberitaan yakni
Ibu Jumrah S. Sos.
a. Bagian Sandi dan Telekomunikasi
Sub bagian Sandi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
Sub bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu
bagian humas dalam melaksanakan kewenangan Daerah terutama
dalam bidang sandi dan telekomunikasi. Sub bagian Sandi dan
Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:34
1. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan bahan penyusunan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sandi dan
telekomunikasi;
2. Pengamanan lalulintas pemberitaan dokumen, operasi dan diseluruh
jaringan telekomunikasi Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berita dengan mesin sandi, alat
komunikasi radio, facximile dan telex.
4. Pencatatan segala kegiatan persandian dan pertelekomunikasian yang
diterima maupun yang dikirim.
5. Pengurusan pelaksanaan penyampaian berita/radiogram oleh petugas
sandi/perkuriran.
6. Pengawasan dan pengamanan lalu lintas pertukaran infomasi persandian;
7. Pengamanan dan pemeliharaan alat-alat telekomunikasi.
34 Anwar S.E selaku Kasubag Humas bagian Sandi dan Telekomunikasi Kabupaten Jeneponto,
Wawancara pada Tanggal 1 Juli 2017.
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8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya. Pegawai pada sub bagian Sandi dan
Telekomunikasi terdiri dari lima orang. lima orang tersebut terdiri dari satu
orang kepala bagian sub sandi dan telekomunikasi yakni Sahrir.
a. Bagian Perwakilan
Sub bagian perwakilan biasanya bertempat di provinsi, dimana sub
bagian ini bertugas sebagai perwakilan dari Pemerintah daerah di
provinsi. Tugas pokok dan fungsi sub bagian perwakilan antara
lain adalah :35
1. Sub bagian perwakilan Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas
memfasilitasi dan membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan
tugas pemerintahan, administrasi, tata laksana serta memberikan layanan
promosi dan informasi, membina masyarakat Jeneponto di luar daerah,
dan melaksanakan hubungan kelembagaan di tingkat nasional.
2. Sub bagian perwakilan Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugas
dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perwakilan pemerintah
Jeneponto
b) Pelaksanaan administrasi dan tata laksana, protokoler, serta
pengelolaan perlengkapan dan aset;
c) Penyelenggaraan hubungan antar Pemerintah/ Pemerintah Provinsi
dan Pemeritah Kabupaten /Kota.
35Jumrah S.Sos selaku Kasubag Humas Bagian Perwakilan Kabupaten Jeneponto, Wawancara pada
Tanggal 1 Juli 2017.
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d) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non
pemerintah, swasta serta lembaga-lembaga internasional;
e) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan masyarakat Bengkalis di luar
daerah;
f) Pelaksanaan promosi dan penyajian informasi pembangunan
Jeneponto
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Menurut Bapak Tompo Pegawai pada
sub bagian perwakilan terdiri dari 8 orang. 8 orang tersebut terdiri
dari satu orang kepala bagian sub perwakilan yakni Bapak Tompo.
C. Strategi dan faktor penghambat yang dihadapi humas Pemerintah
Kabupaten Jeneponto dalam mensosialisasikan program- program
Pemerintah.
1. Srategi Humas Kabupaten Jeneponto
Bapak Syarifuddin selaku Kabag Humas bagian yang diwawancarai
oleh peneliti mengatakan ada beberapa strategi dalam
mensosialisasikan program-program Pemerintah antara lain adalah:
a. Adanya kerjasama dari pihak media massa maupun dari pihak
instansi lainnya yang terkait.
b. Kedisiplinan pegawai humas dalam menjalankan program-program
yang telah dirancang.
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c. Pelaksanaan Program Kerja Urusan Wajib pada Bagian Humas




Secara umum tidak ada ditemukan permasalahan pada Bagian
humas Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto yang sangat mendetail,
Cuma ada beberapa sarana dan prasarana yang harus diupayakan untuk
peningkatan dan penambahan, agar dapat mengantisipasi kendala dan
hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja pada Bagian Humas Setda
Kabupaten Jeneponto. Menurut Bapak Syarifuddin Sarana dan Prasarana
yang dimiliki Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto
belum memadai, salah satunya sarana transportasi lapangan hal ini sangat
diperlukan untuk kelancaran kerja dalam peliputan kegiatan Pemerintah
Kabupaten Jeneponto.
b. Kurangnya anggaran
Permasalahan yang dihadapi Humas Kabupaten Jeneponto
sekarang ini adalah persoalan anggaran, yang dimana dalam
menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Jeneponto masih minim
seperti pendanaan ke Wartawan sehingga Humas kelelahan dalam
menghadapi kegiatan tersebut karena sebagian yang ada di Humas harus
terjung ke lapangan dalam pengambilan data tentang pembangunan
Kabupaten Jeneponto supaya dalam pembangunan tersebut dapat di
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dokumentasikan dan disosialisasikan oleh Humas kepada masyarakat
tersebut .
c. Kurangnya Keterampilan di bidang humas
Di bidang keterampilan humas Kabupaten Jeneponto belum memenuhi
apa yang di inginkan oleh humas itu sendiri, karena humas masih
belum bisa memberikan yang baru terhadap masyarakat dalam
melaksanakan tugas humas. Namun kemudian humas trus berusaha
akan memberikan keterampilan yang baru terhadap masyarakat





Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang peneliti paparkan
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Peranan Humas dalam Mensosialisasikan Informasi pembangunan
Kabupaten Jeneponto? Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Jeneponto
dalam mensosialisasikan program pemerintah dilakukan memalui empat
aspek yakni aspek produktifitas, aspek kualitas pelayanan, responsivitas,
aspek profesionalisme dan aspek akuntabilitas.
2. Pada aspek produktivitas program kerja yang direncanakan oleh
pemerintah antara lain adalah meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran dengan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah
yang dilaksanakan dengan pengadaan peralatan gedung dan sasaran yang
ingin dicapai, mewujudkan pengembangan komunikasi dan media massa
dengan melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
dan informasi, terciptanya komunikasi dan media massa untuk
penyebarluasan informasi pembangunan daerah danmelakukan pembuatan
dokumentasi pembangunan era otonomi daerah yang dilaksanakan dalam
penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya
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dalam mengimbangi harapan konsumen. Pada aspek kualitas pelayanan,
peneliti akan membahas tentang ketepatan waktu dalam pelaksanaan
kegiatan serta ketepatan pelayanan terhadap sasaran.
Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang
merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional.
Professional sangat erat hubungannya dengan kualitas pegawai.
Kualitas pegawai dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai,
pengalaman dan keahlian pegawai dan kedisiplinannya.
Pada aspek kualitas pelayanan pada dasarnya humas memberikan
pelayanan yang tepat terhadap masyarakat serta menindaklanjuti program
secara kontiniu dan bertahap.
Namun masih banyak juga faktor yang menghambat akuntabilitas
berjalan dengan baik.
a) Faktor pendukung kinerja humas Kabupaten Jeneponto dalam
mensosialisasikan program-program pemerintah antara lain adalah
adanya kerjasama dari pihak media massa maupun dari pihak instansi
lainnya yang terkait serta kedisiplinan pegawai humas dalam
menjalankan program-program yang telah dirancang, dan
b) Adapun faktor penghambat kinerja humas Kabupaten Jeneponto dalam
mensosialiasikan program pemerintah adalah keberadaan humas yang
kurang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang kehumasan
dikarenakan oleh pendidikan yang dimiliki oleh Humas pemerintah
kabupaten Jeneponto tidak relevan dengan tugas Humas pada
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umumnya. Sehingga menjadi suatu kendala dalam melakukan kegiatan
sosialisasi.
B. Implikasi Penelitian
Bidang kehumasan merupakan salah satu komponen penting dari
lembaga-lembaga yang berhubungan dengan public baik itu lembaga public
komersial maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karenanya melalui
skripsi ini peneliti menyarankan pada sub bagian kehumasan.
1. Kepada pihak humas kabupaten Jeneponto dalam mensosialisasikan
program pemerintah kepada masyarkat diharapkan agar lebih
memperhatikan masalah masalah yang ada di lapangan khususnya
mengenai keadaan masyarakat, perlu diketahui apakah informasi yang
disampaikan telah diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Karena tujuan dilakukannya sosialisasi adalah untuk menberikan informasi
agar masyarakat mengerti dan paham mengenai program pemerintah serta
dapat berpartisipasi.
2. Kepada humas pemerintah Kabupaten Jeneponto masih kurang memiliki
pendidikan yang relevan dengan tugas dan fungsi kehumasan maka
disarankan agar Humas pemerintah Kabupaten Jeneponto mengikuti
pendidikan dan pelatihan kehumasan agar dapat meningkatkan
keterampilan khusus mengenai tugas dan fungsi humas serta menambah
wawasan berfikir sebagai seorang Humas..
3. Kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto masih belum maksimal dalam
dalam mensosialisasikan informasi pembangunan daerah sehingga dalam
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melaksanakan kegiatan pembangunan belum lancar dalam pelayanan
tersebut semoga pemerintah atau humas Kabupaten Jeneponto kedepannya
bias melaksanakan sebagaimana fungsinya.
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1. Bagaimana peranan Humas dalam mensosialisasikan informasi
pembangunan?
2. Bagaimana strategi Humas dalam mensosialisasikan informasi
pembangunan?
3. Apa dampak positif Humas dalam mensosialisasikan informasi
pembangunan?
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan Humas dalam mensosialisasikan
informasi pembangunan?
5. Bagaimana bentuk Humas dalam mensosialisasikan Informasi
pembangunan?
6. Apa hambatan Humas dalam mensosialisasikan informasi
pembangunan?
7. Dalam pengambilan dokumentasi di lapangan biasanya berkaborasi
dengan Wartawan?
8. Pernahka pihak Humas itu sendiri terjun lansung kelapangan dalam
pengambilan dokumentasi pada saat kegiatan pembangunan?
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